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Abstract: Public Services in Effort to Improve Social Welfare. DKI Jakarta provincial 
government in effort to improve social welfare by providing rehabilitation services to the 
abandoned psychotic disorders in order to minimize the number of abandoned psychotic disorders 
and are expected to make have a decent life. This study aims to analyze the phases of 
rehabilitation services for abandoned psychotic disorders to improve social welfare and 
supporting factors and obstacles faced by the Dinas Sosial and Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3, DKI Jakarta. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The 
result of this study is the phases services has been running well and in accordance with the rules 
laid down by the Government of Jakarta with supporting and inhibiting factors. Advice given is the 
need to improve public services in the implementation stage appropriately and directionally. 
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Abstrak: Pelayanan Publik  dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan 
pelayanan rehabilitasi kepada gangguan psikotik terlantar bertujuan untuk meminimalisir jumlah 
gangguan psikotik dan diharapkan dapat hidup layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan psikotik terlantar untuk meningkatkan kesejahteraan 
sosial dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Panti Sosial 
Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tahapan pelayanan sudah 
berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan pelayanan publik dalam pelaksanaan 
tahapan pelayanan secara tepat dan terarah. 
Kata kunci: pelayanan publik, kesejahteraan sosial, gangguan psikotik 
 
Pendahuluan 
Penyelenggaraan pelayanan publik dalam 
meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai tujuan 
negara dalam Undang-undang Dasar 1945 salah 
satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan 
umum serta sila kelima pancasila yaitu keadilan 
sosial. Dalam kehidupan bernegara, masalah 
kesejahteraan merupakan masalah penting yang 
masih terjadi hingga saat ini. Permasalahan 
kesejahteraan sosial yang tinggi biasanya terjadi 
di kota-kota besar, salah satunya DKI Jakarta. 
kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara 
memiliki daya tarik tersendiri untuk masyarakat. 
banyaknya kaum urban yang datang ke Jakarta 
tidak dibekali dengan keahlian dan kemampuan 
yang cukup sehingga tidak memiliki daya saing 
untuk mengadu nasib di ibukota sehingga 
berdampak pada pengangguran yang tinggi dan 
kaum urban menjadi terlantar. Fakta 
keterlantaran di DKI Jakarta terlihat sering 
ditemuinya pengemis, anak jalanan serta 
gangguan psikotik terlantar atau gangguan jiwa 
terlantar. Jumlah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial di DKI Jakarta yang paling 
tinggi menurut data dari Dinas Sosial Provinsi 
DKI Jakarta yaitu gangguan psikotik. 
 Tingginya jumlah gangguan psikotik 
terlantar memberikan dampak keresahan bagi 
sebagian masyarakat yang menimbulkan gejolak 
permasalahan sosial diikuti dengan berbagai 
macam latar belakang yang berawal dari depresi 
atau stres. Selain itu, kurangnya kepedulian dan 
ketidakmampuan keluarga dalam mengurus 
penderita gangguan psikotik menjadikan 
penyandang gangguan psikotik berkeliaran di 
jalan atau terlantar. Salah satu usaha untuk 
menangani penyandang masalah kesejahteraan 
sosial. Salah satunya gangguan psikotik terlantar 
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yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 
Dinas Sosial mendirikan 27 Panti Sosial. Bentuk 
perlindungan dari 27 Panti Sosial, 4 diantaranya 
yaitu Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, 
2, 3, dan 4 untuk penyandang gangguan psikotik 
terlantar. 
Salah satu Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3 sebagai unit pelaksana teknis dalam  
menangani penyandang gangguan psikotik 
terlantar melalui tahapan pelayanan sesuai 
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2011 
yaitu pendekatan awal, penerimaan, asesmen, 
pembinaan, resosialisasi, penyaluran, pembinaan 
lanjut dan terminasi. Proses pemberian pelayanan 
untuk penyandang gangguan psikotik tidak 
hanya untuk yang terlantar saja, melainkan 
diperbolehkan bagi masyarakat yang memiliki 
keluarga menderita gangguan psikotik untuk 
mendapat perlindungan dan pelayanan yang 
sama di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 
3. Namun banyaknya jumlah penyandang 
gangguan psikotik yang semakin bertambah 
setiap tahunnya tidak seimbang dengan jumlah 
pekerja sosial di Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3.  
 
Tinjauan Pustaka 
A. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Menurut Kurniawan dalam Pasolong (2008, 
h.128) Pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan. 
2. Karakteristik Pelayanan Publik 
Dalam Sedarmayanti (2009, h.244) 
karakteristik pelayanan yang harus dimiliki 
organisasi pemberi layanan diantaranya: 
a. prosedur Pelayanan harus mudah dimengerti, 
mudah dilaksanakan sehingga terhindar dari 
prosedur birokratik yang sangat berlebihan, 
berbelit-belit. 
b. pelayanan diberikan dengan kejelasan dan 
kepastian bagi pelanggan. 
c. pemberian pelayanan diusahakan agar efektif 
dan efesien. 
d. pemberi pelayanan memperhatikan kecepatan 
dan ketepatan waktu yang ditentukan. 
e. pelanggan setiap saat mudah memperoleh 
informasi berkaitan pelayanan secara terbuka. 
f. dalam melayani, pelanggan diperlukan motto: 
“costomer is king and customer is always 
right”. 
 
 
3. Standar Pelayanan Publik 
Dalam Mahmudi (2010, h.230) cakupan 
standar pelayanan publik yang harus ditetapkan 
sekurang-kurangnya meliputi prosedur 
pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, 
produk pelayanan, sarana dan prasarana, 
kompetensi petugas pemberi pelayanan. 
 
4. Asas Pelayanan Publik 
Menurut Mahmudi (2010, h.228) dalam 
memberikan pelayanan publik, instansi penyedia 
pelayanan publik harus memperhatikan asas 
pelayanan publik, yaitu transparansi, 
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak 
diskrikiminatif atau kesamaan hak, 
keseimbangan hak dan kewajiban. 
B. Kesejahteraan Sosial 
1. Fungsi Kesejahteraan Sosial 
Menurut Friedlander&Apte dalam Fahrudin 
(2012, h.12) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial 
tersebut antara lain fungsi pencegahan 
(Preventive), fungsi penyembuhan (Curative), 
fungsi pengembangan (Development), fungsi 
penunjang (Supportive). 
2. Komponen Kesejahteraan Sosial 
Dalam Fahrudin (2012, h.16) menjelaskan 
bahwa semua kegiatan atau usaha kesejahteraan 
sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang 
membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu 
organisasi formal, pendanaan, tuntutan 
kebutuhan manusia, profesionalisme, kebijakan/ 
perangkat hukum/ perundang-undangan, peran 
serta masyarakat serta data dan informasi 
kesejahteraan sosial. 
3. Tujuan Kesejahteraan Sosial 
Untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial 
seperti yang diungkapkan oleh Fahrudin (2012, 
h.10) kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan 
yaitu: 
a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera 
dalam arti tercapainya standar kehidupan 
pokok seperti sandang, perumahan, pangan, 
kesehatan dan relasi-relasi sosial yang 
harmonis dengan lingkungannya. 
b. Untuk mecapai penyesuaian diri yang baik 
khususnya dengan masyarakat di 
lingkungannya, misalnya dengan menggali 
sumber-sumber, meningkatkan, dan 
mengembangkan taraf hidup yang 
memuaskan. 
 
C. Rehabilitasi 
1. Pengertian Rehabilitasi 
Menurut Soekanto (1985, h.99) rehabilitasi 
adalah suatu proses atau tekhnik mendidik serta 
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mengarahkan kembali sikap dan motivasi 
pelanggar, sehingga perilakunya sesuai lagi 
dengan aturan-aturan kemasyarakatan. 
2. Program Rehabilitasi 
Menurut Hawari (2001, h.117) program 
rehabilitasi sebagai persiapan kembali ke 
keluarga dan ke masyarakat meliputi berbagai 
macam kegiatan, antara lain terapi kelompok, 
menjalankan ibadah keagamaan bersama 
(berjamaah), kegiatan kesenian (menyanyi, 
musik, tari-tarian, seni lukis dan sejenisnya), 
terapi fisik berupa olahraga (pendidikan 
jasmani), keterampilan (membuat kerajinan 
tangan), berbagai macam kursus (bimbingan 
belajar/les), bercocok tanam( bila tersedia lahan), 
rekreasi (darmawisata), Dan lain sebagainya. 
 
D. Gangguan Psikotik 
1. Pengertian gangguan psikotik 
Menurut Julianan (2013, h.67) menjelaskan 
bahwa gangguan psikotik adalah gangguan jiwa 
yang ditandai dengan ketidakmampuan individu 
menilai kenyataan yang terjadi, misalnya 
terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau 
atau aneh. 
 
2. Faktor penyebab gangguan psikotik 
Menurut Julianan (2013, h.68-71) ada 
beberapa faktor penyebab gangguan psikotik 
diantaranya: 
a. Faktor Organo-biologik terdiri dari genetik 
(heredity), bentuk tubuh (konstitusi), 
terganggunya otak secara organic, pengaruh 
cacat congenital, pengaruh neurotrasmiter. 
b. Faktor psikologik terdiri dari hubungan 
intrapersonal dan hubungan Interpersonal. 
Faktor sosio agama terdiri dari pengaruh 
rasial, golongan minoritas, masalah  nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat, masalah 
ekonomi, masalah pekerjaan, bencana alam, 
perang dan faktor agama atau religious baik 
masalah intra agama ataupun inter agama. 
 
3. Ciri-ciri gangguan psikotik 
Dalam Julianan (2013, h.77) menjelaskan 
beberapa ciri-ciri gangguan psikotik antara lain: 
a. memiliki labilitas emosional. 
b. menarik diri dari interaksi sosial. 
c. tidak mampu bekerja sesuai fungsinya. 
d. mengabaikan penampilan dan kebersihan diri. 
e. mengalami penurunan daya ingat dan kognitif 
parah. 
f. berpikir aneh, dangkal, berbicara tidak sesuai 
keadaan. 
g. mengalami kesulitan mengorientasikan 
waktu. 
h. sulit tidur dalam beberapa hari atau bisa tidur 
yang terlihat oleh keluarganya, tetapi pasien 
merasa sulit atau tidak bisa tidur. 
i. memiliki keengganan melakukan segala hal, 
mereka berusaha untuk tidak melakukan apa-
apa bahkan marah jika diminta untuk 
melakukan apa-apa. 
j. memiliki perilaku yang aneh misalnya, 
mengurung diri di kamar, berbicara sendiri, 
tertawa sendiri, marah berlebihan dengan 
stimulus ringan, tiba-tiba menangis, berjalan 
mondar-mandir, berjalan tanpa arah dan 
tujuan yang tidak jelas. 
 
4. Mengatasi Gangguan Psikotik 
Julianan (2013, h.85-86) menjelaskan 
beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 
mengatasi gangguan psikotik antara lain 
penatalaksanaan, konseling pasien dan keluarga 
serta pengobatan. 
  
E. Tahap Assessment 
Menurut Adi (2013, h.208-209) proses 
assessment yang dilakukan dengan 
mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang 
dirasakan= felt needs) ataupun kebutuhan yang 
diekspresikan (expressed needs) dan juga sumber 
daya yang dimiliki komunitas sasaran. Proses 
pengkajian (assessment) yang dilakukan pada 
suatu komunitas dapat dilakukan melalui  
beberapa cara yaitu Individual assessment atau 
pengkajian secara individu dan group assessment 
atau berkelompok. 
F. Tahap Terminasi 
Menurut Adi (2013, h.214) tahap terminasi 
merupakan tahap dimana sudah selesainya 
hubungan secara formal dengan komunitas 
sasaran. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus 
permasalahan  penelitian ini adalah: 
1. Tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan 
psikotik terlantar yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3 DKI Jakarta dalam upaya 
meningkatkan  kesejahteraan sosial, meliputi 
pendekatan awal, penerimaan, asesmen, 
pembinaan, resosialisasi,  penyaluran, 
pembinaan lanjut dan terminasi. 
2. Faktor pendukung dan faktor  penghambat 
yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Panti 
Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 DKI 
Jakarta dalam memberikan pelayanan 
rehabilitasi gangguan psikotik terlantar untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial. 
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Lokasi penelitian adalah DKI Jakarta dan 
situs penelitian di Dinas Sosial dan Panti Sosial 
Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. 
Sumber data diperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Analisis data menggunakan interactive 
model of analysis yang dikembangkan oleh Miles 
dan Hubberman (Sugiyono, 2013, h.92) yang 
terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi atau penarikan 
kesimpulan. 
 
Pembahasan 
A. Tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan 
psikotik terlantar yang dilakukan oleh 
Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras 
Harapan Sentosa 3 DKI Jakarta dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan social 
 
1. Pendekatan Awal 
Tahapan pendekatan awal yang diproses 
secara bertahap sesuai dengan teori pelayanan 
publik menurut Kurniawan dalam Pasolong 
(2008, h.128) yaitu pemberian pelayanan 
(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat 
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan. Sebelum penyandang diterima 
di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 
penyandang gangguan psikotik akan di 
identifikasi dan seleksi. Berdasarkan teori 
menurut Julianan (2013, h.67) gangguan psikotik 
adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan 
ketidakmampuan individu menilai kenyataan 
yang terjadi. Kategori atau ciri-ciri gangguan 
psikotik  (2013, h.85-86) antara lain, memiliki 
labilitas emosional, tidak mampu bekerja sesuai 
fungsinya, mengabaikan penampilan dan 
kebersihan diri, mengalami penurunan daya ingat 
dan kognitif parah, berpikir aneh, dangkal, 
berbicara tidak sesuai keadaan, sulit tidur dalam 
beberapa hari serta memiliki keengganan 
melakukan segala hal. 
 
2. Penerimaan  
Penyandang gangguan psikotik yang telah 
diterima di Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3 akan mendapatkan pelayanan melalui 
rehabilitasi. Sesuai dengan teori Soekanto (1985, 
h.99) rehabilitasi adalah suatu proses atau teknik 
mendidik serta mengarahkan kembali sikap dan 
motivasi pelanggar, sehingga perilakunya sesuai 
lagi dengan aturan kemasyarakatan. Selain itu 
untuk memberikan informasi kepada keluarga 
bagi penyandang yang telah diterima di panti 
diperlukan informasi. Menurut karakterisitik 
pelayanan publik menurut Sedarmayanti (2009, 
h.244) salah satunya diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan pelanggan yang setiap saat 
mudah memperoleh informasi berkaitan 
pelayanan secara terbuka. Tetapi hal ini belum 
dapat diperoleh secara cepat oleh pihak keluarga 
karena di Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3 memiliki kekurangan pegawai di 
bidang IT. 
3. Asesmen 
Pengungkapan masalah yang lebih 
mendalam diperlukan oleh pegawai Panti Sosial 
Bina Laras Harapan Sentosa 3 tentang masalah 
yang dihadapi oleh penyandang gangguan 
psikotik terlantar. menurut Julianan faktor 
penyebab Gangguan Psikotik (2013, h.68-71) 
diantaranya faktor psikologik hubungan 
interpersonal dan sosio agama yang terdiri dari 
masalah ekonomi, masalah pekerjaan, faktor  
agama atau religious. Dengan diketahui 
penyebab penyandang gangguan psikotik 
mengalami masalah gangguan jiwa, maka dapat 
diberikan solusi penanganan permasalahan 
dengan memberikan rencana pelayanan melalui 
tahap asesmen. Dalam teori Asesmen menurut 
Adi (2008, h.247) yaitu dengan dilakukan 
mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan 
yang diekspresikan dan juga sumber daya yang 
dimiliki komunitas sasaran. Proses pengkajian 
dengan teori individual assessment dan 
berkelompok. 
 
4. Pembinaan 
Kegiatan pembinaan menurut Surat 
Keputusan Kepala Dinas Nomor 259 Tahun 2011 
tentang pedoman pelayanan panti diantaranya 
meliputi beberapa kegiatan yaitu bimbingan 
fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan 
sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan 
rekreasi, bimbingan terapi musik, konsultasi 
keluarga, konsultasi psikologis dan bimbingan 
aktivitas sehari-hari. Hal ini dalam 
pelaksanaannya sesuai dengan teori program 
rehabilitasi Hawari (2001, h.117) diantaranya 
terapi kelompok, menjalankan ibadah keagamaan 
bersama (berjamaah), kegiatan kesenian 
(menyanyi, musik, tari-tarian, seni lukis dan 
sejenisnya), terapi fisik berupa olahraga 
(pendidikan jasmani), keterampilan (membuat 
kerajinan tangan), Berbagai macam kursus 
(Bimbingan belajar/les), bercocok tanam (bila 
tersedia lahan), rekreasi (darmawisata) dan lain 
sebagainya. Usaha pembinaan dengan tujuan 
untuk memperbaiki kondisi jiwa penyandang 
gangguan psikotik agar fungsi sosialnya bisa 
kembali normal. 
 
5. Resosialisasi 
Tahap resosialisasi dilaksanakan sebagai 
persiapan penyandang gangguan psikotik 
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sebelum kembali ke masyarakat. Hal ini 
diperlukan agar nantinya penyandang gangguan 
psikotik bisa beradaptasi dengan lingkungannya, 
dengan dukungan kegiatan positif dan terhindar 
dari masalah sosial baru. Hal ini sesuai dengan 
teori fungsi kesejahteraan sosial dalam Fahrudin 
(2012, h.12) salah satu fungsinya yaitu 
pencegahan yang merupakan usaha kesejahteraan 
sosial untuk memperkuat individu, keluarga dan 
masyarakat supaya terhindar dari masalah-
masalah sosial baru. 
6. Penyaluran 
Penyaluran merupakan pengembalian 
penyandang gangguan psikotik kepada keluarga, 
masyarakat, rujuk panti lain, dan pengembalian 
daerah asal. Pada tahap penyaluran diperlukan 
kerjasama untuk merawat penyandang gangguan 
psikotik selama berada diluar panti. Dalam teori 
mengatasi gangguan psikotik Julianan (2013, 
h.85-86) salah satunya tahap pelaksanaan yaitu 
dengan memberikan informasi kepada pasien dan 
keluarga tentang asuhan keperawatan. 
7. Pembinaan Lanjut dan Terminasi 
Usaha pembinaan lanjut dilakukan dengan 
konsultasi dengan keluarga atau pihak yang 
menerima penyandang gangguan psikotik. Sesuai 
dengan teori mengatasi gangguan psikotik 
Julianan (2013, h.85-86) yaitu dengan konseling 
pasien dan keluarga serta pengobatan. Hal ini 
membantu penyandang gangguan psikotik untuk 
cepat pulih kondisi kejiwaan agar semakin 
membaik. Tahapan akhir setelah pembinaan 
lanjut adalah terminasi. Terminasi merupakan 
akhir dari pelayanan antara pemberi layanan dan 
penyandang gangguan psikotik. Hal ini terjadi 
karena kondisi jiwa penyandang gangguan 
psikotik sudah sembuh. Sesuai dengan teori 
terminasi dalam Adi (2013, h.214) adalah 
selesainya hubungan secara formal dengan 
komunitas sasaran. 
B. Faktor Pendukung dan Faktor 
Penghambat yang dihadapi oleh Dinas 
Sosial dan Panti Sosial Bina Laras 
Harapan Sentosa 3 DKI Jakarta dalam 
Memberikan Pelayanan Rehabilitasi 
Gangguan Psikotik Terlantar untuk 
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 
 
1) Faktor Pendukung 
a) Anggaran yang Tersedia 
Pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
kegiatan pelayanan rehabilitasi gangguan 
psikotik terlantar didukung dengan anggaran 
dana. Sesuai dengan teori yang terdapat dalam 
komponen kesejahteraan sosial  Fahrudin (2012, 
h.16) salah satunya yaitu pendanaan. 
b) Pegawai dan pekerja sosial yang 
profesional 
Pemberian pelayanan kepada penyandang 
gangguan psikotik terlantar dengan tujuan 
pemulihan kondisi jiwa penyandang dibutuhkan 
pegawai dan pekerja sosial yang professional. 
Sesuai dengan komponen kesejahteraan sosial  
Fahrudin (2012, h.16) salah satunya yaitu 
Profesionalisme. 
c) Kerjasama yang Baik dengan Instansi 
Lain yang Terkait 
Penyelenggaraan pelayanan terhadap 
gangguan psikotik terlantar dari awal hingga 
akhir pemberian pelayanan sangat dibutuhkan 
kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Hal 
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan W dan 
YS pegawai Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3 yang mengatakan sangat dibutuhkan 
koordinasi dengan banyak pihak yaitu instansi 
pemerintah lain yang terkait. 
 
d) Lingkungan Sekitar yang Kondusif 
Pemulihan kondisi kejiwaan agar semakin 
membaik diperlukan suasana dan lingkungan 
yang mendukung proses rehabilitasi penyandang 
gangguan psikotik. Lingkungan yang kondusif 
diperlukan sesuai dengan tujuan kesejahteraan 
sosial Fahrudin (2012, h.10) yang salah satu 
tujuannya untuk mencapai penyesuaian diri yang 
baik khususnya dengan masyarakat di 
lingkungannya, misalnya dengan menggali 
sumber-sumber, meningkatkan, dan 
mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. 
2) Faktor Penghambat 
a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia 
Pelaksanaan pemberian layanan oleh 
pekerja sosial untuk membimbing penyandang 
gangguan psikotik sudah tersedia, hanya saja 
jumlah nya tidak seimbang dengan jumlah 
penyandang gangguan psikotik dan kurangnya 
kemampuan pegawai di bidang IT. Hal ini belum 
memenuhi standar pelayanan publik menurut 
Mahmudi (2010, h.230) yang salah satunya 
terdiri dari kompetensi petugas pemberi 
pelayanan. 
b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana 
Kapasitas penyandang gangguan psikotik 
terlantar di Panti Sosial Bina Laras Harapan 
Sentosa 3 yang sudah overload kurang seimbang 
dengan sarana dan prasarana seperti barak yang 
kurang dan ruang makan yang kurang memadai. 
Padahal berdasarkan teori standar pelayanan 
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publik dalam Mahmudi (2010, h.230) salah 
satunya sarana prasarana yaitu harus ditetapkan 
standar sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik 
sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 
pembinaan. 
c) Sulitnya Proses Identifikasi 
Proses identifikasi sering mengalami 
kendala karena narasumber yaitu penyandang 
gangguan psikotik menjawab pertanyaan yang 
diajukan pegawai tidak konsiten. Hal ini karena 
penyandang gangguan psikotik menurut Julianan 
(2013, h.77) memiliki ciri-ciri diantaranya 
mengalami penurunan daya ingat dan kognitif 
parah serta berpikir aneh, dangkal, berbicara 
tidak sesuai keadaan. 
 
d) Sulitnya Membina Penyandang Gangguan 
Psikotik 
Pembinaan penyandang gangguan psikotik 
terlantar diperlukan beberapa cara oleh pekerja 
sosial agar mau mengikuti dalam kegiatan 
pembinaan. Tetapi hal tersebut tidak terlalu 
efektif karena banyak penyandang yang tidak 
mau mengikuti kegiatan pembinaan. Hal ini 
karena gangguan psikotik menurut Julianan 
(2013, h.77) memiliki ciri-ciri salah satunya 
memiliki keengganan melakukan segala hal, 
mereka berusaha untuk tidak melakukan apa-apa 
bahkan marah jika diminta untuk melakukan apa-
apa. 
e) Minimnya Tahap Penyaluran ke Keluarga 
Ada tahap penyaluran terdapat kendala 
untuk dikembalikan ke keluarga dan masyarakat 
karena banyak keluarga penyandang gangguan 
psikotik tidak diketahui keberadaanya. Hal ini 
relevan dengan teori komponen kesejahteraan 
sosial Fahrudin (2012, h.16) salah satunya peran 
serta masyarakat. Dalam hal ini peran 
masyarakat yaitu keluarga diperlukan namun 
keberadaannya tidak diketahui secara pasti. 
f) Stigma Negatif  dari Masyarakat 
Banyaknya masyarakat yang memiliki 
stigma negatif terhadap penyandang gangguan 
psikotik sangat menghambat kesembuhan 
penyandang gangguan psikotik dalam proses 
rehabilitasi. Padahal peran serta masyarakat 
dalam bentuk partisipatif sangat dibutuhkan. Hal 
ini kurang relevan dengan teori asas pelayanan 
publik Mahmudi (2010, h.228) salah satunya 
partisipatif yaitu mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan masyarakat. 
Kesimpulan 
Pelayanan publik dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan psikotik 
terlantar yang dilakukan Dinas Sosial dan Panti 
Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 merupakan 
upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai 
bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada 
PMKS termasuk penyandang gangguan psikotik 
terlantar yang dimulai dari pendekatan awal, 
penerimaan, asesmen, pembinaan, resosialisasi, 
penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi 
sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan 
yang juga didukung dengan aturan yang telah 
ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
hanya saja masih terdapat beberapa hambatan 
dalam penyelenggaraannya. Adapun dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik terdapat 
faktor pendukung dan penghambat diantaranya 
faktor pendukungnya yaitu anggaran yang 
tersedia, pegawai dan pekerja sosial yang 
professional, kerja sama yang baik dengan 
instansi lain yang terkait, lingkungan sekitar 
yang kondusif.  Sedangkan faktor penghambat 
diantaranya terbatasnya jumlah sumber daya 
manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, 
sulitnya proses identifikasi, sulitnya membina 
penyandang gangguan psikotik, minimnya tahap 
penyaluran ke keluarga, stigma negatif dari 
masyarakat, kurangnya peran serta swasta. 
Saran 
1. Perlunya meningkatkan pelayanan publik 
dalam pelaksanaan tahapan pelayanan secara 
tepat dan terarah sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan dalam fokus 
pengembangan identifikasi untuk mengetahui 
riwayat penyandang, pembinaan dilakukan 
dengan cara tertentu untuk menarik 
penyandang dalam mengikuti bimbingan dan 
penyaluran penyandang dengan melakukan 
pencarian keberadaan keluarga. 
2. Perlunya meningkatkan pengadaan dan 
perbaikan kebutuhan pelayanan dengan 
menyesuaikan jumlah ideal pegawai dengan 
jumlah penyandang gangguan psikotik dan 
memberikan sarana-prasarana yang memadai 
untuk kelancaran terselenggaranya pelayanan 
publik dalam rehabilitasi gangguan psikotik 
terlantar dalam meningkatkan kesejahteraan 
sosial. 
3. Perlunya meningkatkan kerjasama yang baik 
antara pemerintah dengan masyarakat 
maupun pihak swasta dalam memberikan 
sosialisasi secara langsung melalui diskusi 
dan secara tidak langsung melalui media 
yang memberikan informasi pengenalan, 
antisipasi, himbauan, pencegahan dan 
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penyembuhan mengenai gangguan psikotik. 
Selain itu mengajak semua pihak untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan 
sebagai bentuk kepeduliaan bersama. 
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